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Abstract


           Corruption is a violation of social rights and economic rights of the people. Corruption has become an extraordinary crime. Similarly, in the eradication measures can no longer be performed normally, but is charged with an extraordinary way.

           Corruption should not contain elements of direct financial harm countries or economies, for example suapmenyuap. Which is a despicable act is an abuse of power, discriminatory behavior by providing financial benefits, breach of trust, mental damage officials, dishonesty in competition and others
Investigator Police as investigators in the handling of corruption. Then to complete the obligations of the national police investigators must cooperate with other relevant parties. Cooperation with other parties is referred to the legal relationship, because in doing the same work in a rule or law that are uncertain. Legal relationship with the other party can be an individual, legal entities and other government agencies.

Abstrak 

Tindak pidana korupsi merupakan pelanggaran terhadap hak sosial dan hak ekonomi masyarakat. Tindak pidana korupsi telah menjadi suatu kejahatan yang luar biasa. Begitu pula dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut dengan cara yang luar biasa.

Tindak pidana korupsi tidak harus mengandung secara langsung unsure merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, misalnya suapmenyuap. Yang merupakan perbuatan tercela adalah penyalahgunaan kekuasaan, perilaku diskriminatif dengan memberikan keuntungan finansial, pelanggaran kepercayaan, rusaknya mental pejabat, ketidakjujuran dalam berkompetisi dan lain-lain

Penyidik Polri sebagai penyidik dalam penanganan tindak pidana korupsi. Maka untuk menyelesaikan kewajibannya tersebut penyidik polri harus bekerja sama dengan pihak lain yang terkait. Kerja sama dengan pihak lain ini disebut dengan hubungan hukum, karena dalam melakukan kerja sama dalam suatu aturan atau hukum yang sifatnya pasti. Hubungan hukum dengan pihak lain itu dapat berupa perseorangan, badan hukum dan instansi pemerintahan yang lain
BAB I PENDAHULUAN
A.  Alasan Pemilihan Judul.
             Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah meluas dalam masyarakat. Perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun. Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana, tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Tindak pidana korupsi merupakan pelanggaran terhadap hak sosial dan hak ekonomi masyarakat. Tindak pidana korupsi telah menjadi suatu kejahatan yang luar biasa. Begitu pula dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut dengan cara yang luar biasa. Selanjutnya terbukti bahwa ada keterkaitan antara dan bentuk kejahatan lain, khususnya kejahatan terorganisasi (terorisme, perdagangan orang, penyelundupan migran gelap dan lain-lain) dan kejahatan ekonomi (tindak pidana pencucian uang). Sehingga tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang sangat merugikan negara. 
       Tindak pidana korupsi dalam jumlah besar berpotensi merugikan keuangan negara sehingga dapat mengganggu sumber daya pembangunan dan membahayakan stabilitas politik suatu negara. Saat ini korupsi sudah bersifat transnasional. Contohnya adalah apa yang dinamakan foreign bribery, yaitu penyuapan oleh perusahaan-perusahaan multinasional kepada pejabat-pejabat negara berkembang. 1) Korupsi juga dapat diindikasikan dapat menimbulkan bahaya terhadap keamanan umat manusia, karena telah merambah ke dunia pendidikan, kesehatan, penyediaan sandang pangan rakyat, keagamaan, dan fungsi-fungsi pelayanan sosial lain. Dalam penyuapan di dunia perdagangan, baik yang bersifat domestik maupun transnasional, korupsi jelasjelas telah merusak mental pejabat. Demi mengejar kekayaan, para pejabat negara tidak takut melanggar hukum negara. Kasus-kasus tindak pidana korupsi sulit diungkap karena para pelakunya terkait dengan wewenang atau kekuasaannya yang dimiliki. Biasanya dilakukan lebih dari satu orang dan terorganisasi. Oleh karena itu, kejahatan ini sering disebut kejahatan kerah putih. 
       Tindak pidana korupsi tidak harus mengandung secara langsung unsure merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, misalnya suapmenyuap. Yang merupakan perbuatan tercela adalah penyalahgunaan kekuasaan, perilaku diskriminatif dengan memberikan keuntungan finansial, pelanggaran kepercayaan, rusaknya mental pejabat, ketidakjujuran dalam berkompetisi dan lain-lain. Menyadari kompleksnya permasalahan korupsi di tengah-tengah krisis multidimensional serta ancaman nyata yang pasti terjadi, yaitu dampak dari kejahatan ini. Maka tindak pidana korupsi dapat dikategorikan sebagai permasalahan nasional yang harus dihadapi secara sungguh-sungguh melalui langkah-langkah yang tegas dan jelas dengan melibatkan semua potensi yang ada dalam masyarakat khususnya pemerintah dan aparat penegak hukum. 2). Undang-Undang yang dimaksud adalah Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Pada orde lama korupsi masih terjadi meski sejak tahun 1957 telah ada aturan yang cukup jelas yaitu Peraturan Penguasa Militer Nomor 06 Tahun 1957, yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960. Berganti ke orde baru, keadaan semakin buruk meskipun sudah dilakukan perubahan pada perangkat hukum tindak pidana korupsi. Lalu dibuat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 yang sangat keras tetapi seolah tidak berdaya menghambat tindak pidana korupsi. 
          Pada orde reformasi penyempurnaan terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang juga telah direvisi melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, hampir tidak membawa perubahan apa-apa walaupun sekarang ini lembaga KPK ( komisi pemberantasan korupsi ) telah berupaya untuk memberantas para koruptor , Bila kita cermati dari awal sampai akhir tujuan khusus yang hendak dicapai adalah bersifat umum, yaitu penegakan keadilan hukum secara tegas bagi siapa saja yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi.  
       Penegakan hukum pada dasarnya melibatkan seluruh warga Negara Indonesia, dimana dalam pelaksanaannya dilakukan oleh penegak hukum. Penegakan hukum tersebut dilakukan oleh aparat yang berwenang. Aparat negara yang berwenang dalam pemeriksaan perkara pidana adalah aparat Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan serta KPK ( Tipikor )   . Polisi, Jaksa dan Hakim serta KPK  merupakan unsur penegak hukum yang masing-masing mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban yang sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Dalam menjalankan tugasnya unsur aparat penegak hukum tersebut merupakan sub sistem dari sistem peradilan pidana. Di dalam rangka penegakan hukum ini masing-masing sub sistem tersebut mempunyai peranan yang berbeda-beda sesuai dengan bidangnya serta sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku, akan tetapi secara bersama-sama mempunyai kesamaan dalam tujuan pokoknya yaitu pemasyarakatan kembali  para nara pidana. 
       Dalam penanganan tindak pidana korupsi Polri berperan sebagai penyidik  . Maka peranannya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi secara penal sangat dominan, artinya secara penal adalah pemberantasan tindak pidana yang menggunakan sarana hukum pidana dalam penanganannya. Selain penanganan tindak pidana secara penal dikenal juga penanganan non penal yaitu digunakan sarana non hukum pidana, misalnya dengan hukum administrasi. 
       Keahlian yang profesional harus dimiliki oleh aparat Kepolisian , baik mengenai pemahaman dan pengertian serta penguasaan Peraturan Perundang- Undangan dan juga terhadap perkembangan teknologi. Hal ini agar pemberantasan tindak pidana korupsi dapat berhasil. Penguasaan tersebut sangat penting sifatnya karena pelaku tindak pidana korupsi itu mempunyai ciri-ciri tersendiri. Ciri pada pelaku tindak pidana korupsi kebanyakan dilakukan oleh orang-orang yang berpendidikan tinggi dan punya jabatan. Sulitnya pemberantasan tindak pidana korupsi adalah dalam hal melaporkannya. Diibaratkan sebagai “lingkaran setan”, maksud dari lingkaran setan tersebut adalah dalam hal terjadi tindak pidana korupsi dimana ada yang mengetahui telah terjadi korupsi tetapi tidak melaporkan pihak yang berwajib, ada yang mengetahui tapi tidak merasa tahu, ada yang mau melaporkan tapi dilarang, ada yang boleh tapi tidak berani, ada yang berani tapi tidak punya  kuasa, ada yang punya kuasa tapi tidak mau, sebaliknya ada pula yang punya kuasa, punya keberanian tetapi tidak mau untuk melapor pada yang berwajib. 
       Tindak pidana korupsi yang merupakan tindak pidana khusus dalam penangananya diperlukan suatu kerja sama dengan pihak lain, untuk dapat diselesaikan perkara penyidikannya oleh penyidik Polri . Polri  sebagai penyidik   dalam penanganan tindak pidana korupsi. Maka untuk menyelesaikan kewajibannya tersebut kepolisian  harus bekerja sama dengan fihak lain yang terkait. Kerja sama dengan pihak lain ini disebut dengan hubungan hukum, karena dalam melakukan kerja sama dalam suatu aturan atau hukum yang sifatnya pasti. Hubungan hukum dengan pihak lain itu dapat berupa  perseorangan, badan hukum dan instansi pemerintahan. 
       Hubungan hukum dengan perseorangan misalnya dengan seseorang saksi, seorang tersangka, seorang penasehat hukum. Hubungan hukum dengan badan hukum misalnya dengan Perusahaan Terorganisasi dimana tersangka melakukan tindakan korupsi. Sedangkan hubungan hukum dengan instansi pemerintahan lain dapat dengan sesama penegak hukum yaitu Kejaksaan , Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan. Adapun Instansi lain yang bukan penegak hukum yaitu Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Bank, Kantor Pos dan lain-lain. Untuk melaksanakan tugas pemberantasan korupsi maka Kepolisian  tidak bisa bekerja sendiri dengan mengandalkan kemampuan aparat penyidiknya tanpa kerja sama dengan instansi lain. 
       Menurut peraturan yang berlaku, penyidik tindak pidana korupsi adalah Jaksa, Polisi,dan penyidik KPK ( Komisi pemberantasan korupsi )  sehingga dibutuhkan kerja sama antara para penegak hukum ini yang harus saling mendukung dan saling membantu untuk berhasilnya penyidikan tindak pidana korupsi. Dalam kerja sama sering menjadi kelemahan dalam pemberantasan tindak pidana. Maka dari itu peran penyidik Polri di kota Samarinda sangat diperlukan dalam menangani tindak pidana korupsi. Diharapkan Penyidik Polri bisa membuat inisiatif agar korupsi khususnya di Kota Samarinda  tidak terjadi. Maka dengan ini penulis menulis skripsi dengan judul “Peranan Penyidik Polri Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi di Kota Samarinda ”.
Dengan demikian penulis membatasi ruang lingkup daerah penelitian hanya pada wilayah Kepolisian Resor Kota Samarinda dan jajarannya .

B.   PERUMUSAN DAN PEMBATASAN MASALAH

         Korupsi merupakan kejahatan yang sangat merugikan negara, untuk itu  diperlukan kerja aparat penegak hukum yang profesional. Penegakan hukum tersebut dilakukan oleh aparat yang berwenang sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Aparat negara yang terkait dalam pemeriksaan perkara pidana  adalah aparat Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan ( KPK dalam hal tipikor ) .

       Kepolisian merupakan salah satu aparat penegak hukum yang berwenang dalam penanganan tindak pidana korupsi. Maka dibutuhkan peran Lembaga Kepolisian  dalam penanganan tindak pidana korupsi agar tindak pidana korupsi  dapat diberantas dari kasus korupsi yang terkecil sampai kasus yang besar.  Sehingga kesejahteraan masyarakat terpenuhi demi peningkatan pertumbuhan  ekonomi negara. 
       Dari judul tentang peranan penyidik Polri dalam penanganan korupsi di kota samarinda terdapat berbagai masalah yang timbul, maka penulis membatasi masalah  tentang peran Penyidik Polri dalam penanganan tindak pidana korupsi di Kota Samarinda .

        Dari latar belakang, perumusan masalah dan pembatasan masalah tersebut di atas maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut :

1.  Bagaimana Peran Penyidik Polri Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi di  kota Samarinda  ?

2. Bagaimana Proses Penanganan Tindak Pidana Korupsi di polresta Samarinda ?

3.  Bagaimana Hambatan Penyidik Kepolisian Dalam Penanganan Tindak Pidana  Korupsi di kota Samarinda ?   
C.   TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

Tujuan yang dapat dikemukakan oleh penulis adalah sebagai berikut : 

1.   Untuk mengetahui peran Penyidik Polri dalam penanganan tindak pidana korupsi di kota Samarinda .

2.  Untuk mengetahui proses penanganan tindak pidana korupsi di  kota Samarinda .

3.   Untuk mengetahui hambatan hambatan Penyidik Polri dalam penanganan tindak pidana korupsi di kota Samarinda  .

D. METODE DAN TEHNIK PENELITIAN

      Sehubungan dengan upaya penulisan skripsi yang penulis lakukan, maka untuk membantu dan menunjang terselesainya penyusunan penulisan skripsi ini berdasarkan permasalahan diatas, maka penulis menggunakan metode penelitian  yaitu:

1. Metode penelitian yuridis sosiologi ( empiris ) yaitu Metode Penelitian yang melakukan penelitian secara langsung ke lokasi penelitian, maka penulis memilih lokasi penelitian di Polresta Samarinda . 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian dan penulisan skripsi ini adalah : 

a. Data Primer yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi dengan Penyidik Polresta Samarinda dan   untuk mengetahui secara langsung mengenai peranan penyidik polri dalam penanganan tindak pidana korupsi di kota samarinda .
b. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber-sumber buku, peraturan perundang-undangan, berkas perkara dan artikel-artikel yang ada di media elektronik maupun media massa yang penulis gunakan sebagai referensi penunjang penulisan skripsi.
c. Metode analisis data

2. Metode analisis data yang penulis lakukan adalah penelitian menyangkut peranan Penyidik Polri dalam penanganan tindak pidana  korupsi dengan mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan aturan yang lainnya sehingga tercipta keadilan  dan menjunjung 
tinggi eraturan Hukum Pidana yang ada, 
oleh karena itu dalam tulisan 
ini penulis menggunakan analisis data kualitatif .

 Manfaat penelitian ini dibagi menjadi dua kategori yaitu :  

1. Manfaat Teoritis

      Skripsi ini ditulis bertujuan agar mahasiswa dapat mengembangkan  Ilmu Pengetahuan bidang hukum yang berkaitan dengan peranan penyidik Polri  dalam penanganan tindak pidana korupsi, terutama bagi mahasiswa hukum.

2. Manfaat Praktis

       Sebagai sarana pengetahuan umum tentang tindak pidana korupsi  bagi masyarakat dan aparat  Kepolisian untuk  mengetahui apa yang harus dilakukan  bila menemukan suatu tindak pidana korupsi yang terjadi pada masyarakat sekitar.

E.   SISTEMATIKA PENULISAN 
       Agar mudah dalam mempelajari skripsi ini, maka secara singkat peneliti  menyampaikan sistematika skripsi sebagai berikut :

       BAB I PENDAHULUAN 

Dalam Bab pendahuluan ini penulis membagi dalam sub bahasan yaitu 
A. Alasan Pemilihan Judul

B. Perumusan dan Pembatasan Masalah

C. Tujuan dan kegunaan penelitian 
D. Metode dan tehnik Penelitian

E. Sistemetika Penulisan 
     BAB II KERANGKA TEORITIS 



     Pada Bab ini, penulis menjelaskan tentang     : 

A.  Pengertian Tindak Pidana korupsi dan dasar hukumnya 

1. Pengertian Tindak Pidana  
2. Pengertian Tindak Pidana korupsi  
3. Dasar hukum / Peraturan Tindak Pidana Korupsi serta Lintasan Sejarah. 
B.  Pengertian Penyidik Polri 
1. Pengertian Penyidik 
2. Pengertian Penyidik Polri 
C.  Tugas dan wewenang Polri 
1. Tugas Polri dalam penanganan tindak pidana Korupsi 
2. Wewenang Polri dalam proses penanganan tindak pidana Korupsi  
D.   Proses penanganan Tindak Pidana Korupsi oleh penyidik Polri 
1. Penyelidikan 
2. Penyidikan 
3. Penyerahan berkas perkara 
      BAB III . HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
        Pada bab pembahasan ini di bahas tentang rumusan masalah 

1.      Peran Penyidik Polri Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi di  kota Samarinda  

2.    Proses Penanganan Tindak Pidana Korupsi di Kepolisian resor kota  Samarinda 

3.    Hambatan hambatan Penyidik Kepolisian Dalam Penanganan Tindak Pidana  Korupsi di kota Samarinda    

BAB IV PENUTUP


Pada Bab IV ini penulis membuat kesimpulan dan saran saran dari hasil penelitian  .
BAB II

KERANGKA TEORITIS
A. Pengertian Tindak Pidana Korupsi dan dasar hukumnya 
1.  Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana adalah berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu “stafbaar feit”. Walaupun istilah ini terdapat  dalam WvS Belanda atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan tindak pidana tersebut. Karena itu para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu 3_) .  tindak pidana  adalah :

“Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan dengan manadisertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut”.
Bahwa yang dilarang itu adalah perbuatan manusia, yaitu suatu kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, artinya larangan itu ditujukan pada perbuatannya. Sedangkan ancaman pidananya itu ditujukan

pada orangnya. Antara larangan yang ditujukan pada perbuatan, dengan ancaman pidana ada hubungan yang erat, dan oleh karena itu perbuatan yang berupa kejadian yang ditimbulkan orang yang melanggar larangan, dengan orang yang menimbulkan perbuatan tadi ada hubungan erat pula.

Untuk menyatakan adanya hubungan yang erat itulah maka lebih tepat digunakan istilah perbuatan pidana. Merupakan pengertian merujuk pada dua keadaan yaitu pertama adanya kejadian tertentu (perbuatan) dan kedua

adanya orang yang berbuat atau yang menimbulkan kejadian itu .
2. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Berdasarkan ketentuan pasal 103 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dimungkinkan adanya peraturan Perundang-Undangan pidana di luar KUHP. Peraturan Perundang-Undangan pidana di luar KUHP ini merupakan pelengkap hukum pidana yang dikodifikasikan dalam KUHP. Dalam Pasal 103 KUHP disebutkan :

“Ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai dengan Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundangundangan

lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undangundang ditentukan lain”
Yang dimaksud dengan hukum pidana khusus adalah _4 ) :

“Semua tindak pidana yang terdapat diluar kodifikasi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada buku II dan buku III, misalnya tindak pidana korupsi, tindak pidana psikotropika, tindak pidana perbankan dan tindak pidana narkotika”.
Tindak Pidana Korupsi termasuk di dalam tindak pidana khusus. Istilahkorupsi berasal dari “Corruption” yang berarti kerusakan. Selain itu kalimat korupsi dipakai pula untuk menunjuk keadaan atau perbuatan yang busuk. Korupsi banyak disangkutkan kepada ketidak jujuran seseorang dalam bidang  keuangan   . Berdasarkan pemahaman Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi. Korupsi adalah perbuatan secara melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri atau orang lain (perseorangan atau korporasi) yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara. Sehingga unsurunsur yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan dapat dianggap sebagai korupsi adalah :

Secara melawan hukum Memperkaya diri sendiri atau orang lain Dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara 
Secara melawan hukum artinya meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan (melawan hukum formil). Namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat (melawan hukum materil), maka perbuatan tersebut dapat dipidana _5 ) 
Untuk memahami makna dari korupsi terlebih dahulu memahami pencurian dan penggelapan terlebih dahulu. Pencurian berdasarkan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah perbuatan secara melawan hukum mengambil barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud memiliki. Barang atau hak yang berhasil dimiliki bisa diartikan sebagai keuntungan pelaku. Dalam penggelapan berdasarkan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah pencurian barang atau hak yang dipercayakan atau berada dalam kekuasaan si pelaku. Ada penyalahgunaan kewenangan atau kepercayaan oleh si pelaku   
Dengan demikian korupsi dapat kita pahami sebagai tindak pidana yangmengakibatkan kerugian negara, atau yang mempunyai ciri-ciri (Alatas dalam Maheka, 2005:23): 6) Merahasiakan motif dan ada keuntungan yang ingin diraih. Berhubungan dengan kekuasaan atau kewenangan tertentu. Berlindung di balik pembenaran hukum. Melanggar kaidah kejujuran dan norma hukum. Mengkhianati kepercayaan Selain ciri-ciri tindak pidana korupsi sebagaimana di atas, juga terdapat penyebabnya yaitu :

a. Penegakan hukum tidak konsisten atau penegakan hukum hanya sebagai hiasan politik, sifatnya sementara dan selalu berubah setiap berganti pemerintahan.

b. Penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang

Langkanya lingkungan yang antikorup, sistem dan pedoman antikorupsi hanya dilakukan sebatas formalitas Rendahnya pendapatan penyelenggaraan negara. Pendapatan yang diperoleh harus mampu memenuhi kebutuhan penyelenggara negara, mampu mendorong penyelenggara negara untuk berprestasi dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Kemiskinan dan keserakahan. Masyarakat kurang mampu melakukan korupsi karena kesulitan ekonomi. Sedangkan mereka yang berkecukupan melakukan korupsi karena serakah, tidak pernah puas dan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keuntungan. Budaya memberi upeti, imbalan jasa dan hadiah. Konsekuensi bila ditangkap lebih rendah daripada keuntungan korupsi. Saat tertangkap bisa menyuap penegak hukum sehingga dibebaskan atau setidaknya diringankan hukumannya.

Budaya permisif atau serba membolehkan. Menganggap biasa bila ada korupsi, karena sering terjadi. Tidak peduli orang lain, asal kepentinganya sendiri terlindungi. Gagalnya pendidikan agama dan etika. Bahwa agama telah gagal menjadi pembendung moral bangsa dalam mencegah korupsi karena perilaku masyarakat yang memeluk agama itu sendiri. Pemeluk agama menganggap agama hanya pada masalah bagaimana sara beribadah saja. Sehingga agama nyaris tidak berfungsi dalam memainkan peran sosial. 
3. Dasar hukum / Peraturan Tindak Pidana Korupsi serta Lintasan Sejarah.

Korupsi akan senantiasa timbul jika dalam budaya pada masyarakat tidak ada nilai unsur yang memisahkan secara tajam antara milik negara dengan milik pribadi. biasanya yang melakukan pengaburan antara milik pribadi ini adalah penguasa. Pada masa feodal di Eropa dan Asia, termasuk negeri kita, tanah-tanah luas adalah milik raja dan raja menyerahkan pada para pangeran kaum bangsawan. Para  engeran ditugaskan memungut pajak, sewa, upeti dari rakyat yang menduduki dan mengerjakan tanah. Sebagian hasilnya harus diserahkan oleh para pangeran dan selebihnya untuk pembesar sang raja. Di samping membayar dalam bentuk uang sering pula rakyat diharuskan membayar dengan tenaga, bekerja untuk memenuhi berbagai keperluan sang pembesar _7)
Korupsi yang kini merajalela di Indonesia berakar pada masa tersebut ketika kekuasaan bertumpu pada kekuasaan yang berkembang dalam kerangka kekuasaan feodal. Dalam struktur ini penyimpangan seperti korupsi, pencurian, tentu saja dengan mudah berkembang 
           Di Indonesia langkah-langkah pembentukan hukum positif guna menghadapi masalah korupsi telah dilakukan selama beberapa masa perjalanan sejarah dan melalui beberapa masa perubahan peraturan Perundang-Undangan. Istilah korupsi secara yuridis baru digunakan pada tahun 1957, yaitu dengan adanya Peraturan Penguasa militer yang berlaku di daerah kekuasaan Angkatan Darat (Peraturan Militer Nomor PRT/PM/06/1957). Beberapa peraturan yang mengatur mengenai tindak pidana korupsi di Indonesia sebagai berikut 8_) 
Masa Peraturan Penguasa Militer, yang terdiri atas :

a. Peraturan Penguasa Militer Nomor PRT/PM/06/1957 dikeluarkan oleh Penguasa Militer Angkatan Darat dan berlaku untuk daerah kekuasaan Angkatan Darat. 

b. Peraturan Penguasa Militer Nomor PRT/PM/08/1957 berisi tentang pembentukan badan yang berwenang mewakili negara untuk menggugat secara perdata orang-orang yang dituduh melakukan berbagai bentuk perbuatan korupsi yang bersifat keperdataan lewat Pengadilan Tinggi. 

c. Peraturan Penguasa Militer Nomor PRT/PM/011/1957 merupakan peraturan yang menjadi dasar hukum dari kewenangan yang dimiliki oleh Pemilik Harta Benda (PHB) untuk melakukan penyitaan harta benda yang dianggap hasil perbuatan korupsi lainnya, sambil menunggu putusan dari Pengadilan Tinggi.

d. Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat Nomor PRT/Z.I/i/7/1958 tanggal 17 April 1958. Tindak Pidana Korupsi Masa Undang-Undang Nomor 24/Prp/Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan. 
Undang-Undang ini merupakan perubahan dari Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 yang tertera dalam Undang-Undang nomor 1 Tahun 1961 Masa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Masa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 9_) .
Dalam KUHP, terdapat ketentuan-ketentuan yang mengancam dengan pidana orang yang melakukan delik jabatan, pada khususnya delik-delik yang dilakukan oleh pejabat yang terkait dengan korupsi.

Ketentuan-ketentuan tindak pidana korupsi yang terdapat dalam KUHP dirasa kurang efektif dalam mengantisipasi atau mengatasi tindak pidana korupsi. Oleh sebab itu, dibentuklah suatu Peraturan Perundang-Undangan guna memberantas masalah korupsi, dengan harapan dapat mengisi serta menyempurnakan kekurangan yang terdapat pada KUHP. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka ketentuan pasal 209 KUHP, Pasal 210 KUHP, Pasal 387 KUHP, Pasal 388 KUHP, Pasal 415 KUHP, Pasal 416 KUHP, Pasal 417 KUHP, Pasal 418 KUHP, Pasal 419 KUHP, Pasal 420 KUHP Pasal 423 KUHP, Pasal 425 KUHP, Pasal 435 KUHP dinyatakan tidak berlaku 10_) .
Lembaga Kepolisian Republik Indonesia ( Polresta Samarinda ) Sebagai Salah Satu Unsur Sistem Peradilan Pidana Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Norma ini bermakna bahwa di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, hukum merupakan urat nadi aspek kehidupan. Hukum mempunyai posisi strategis dan dominan dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Hukum, sebagai suatu sistem, dapat berperan dengan baik dan benar di tengah masyarakat jika instrumen pelaksanaannya dilengkapi dengan kewenangan-kewenangan dalam bidang penegakan hukum. Salah satu penegakan hukum itu adalah Kepolisian Republik Indonesia . Sistem hukum menurut L.M. Friedman tersusun dari sub-sub sistem yang berupa substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Ketiga unsur sistem hukum ini sangat menentukan apakah suatu sistem hukum dapat berjalan dengan baik atau tidak . Penegakan hukum pada dasarnya melibatkan seluruh warga negara Indonesia, dimana dalam pelaksanaannya dilakukan oleh penegak hukum. Penegakan hukum tersebut dilakukan oleh aparat yang berwenang. Aparat negara yang berwenang dalam pemeriksaan perkara pidana adalah aparat Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan. Polisi, Jaksa dan Hakim merupakan tiga unsur penegak hukum yang masing-masing mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban yang sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Dalam menjalankan tugasnya unsur aparat penegak hukum tersebut merupakan sub sistem dari sistem peradilan pidana. Dalam rangka penegakan hukum ini, masing-masing sub sistem tersebut mempunyai peranan yang berbeda-beda sesuai dengan bidangnya serta sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan, akan tetapi secara bersama-sama mempunyai kesamaan dalam tujuan pokoknya yaitu menanggulangi kejahatan dan pemasyarakatan kembali para nara pidana. Bekerjanya masing-masing sub sistem tersebut harus sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan yang mengaturnya. Salah satu sub sistem penegak hukum dari peradilan pidana adalah Kepolisian Republik Indonesia . Hukum dan penegakan hukum merupakan sebagian faktor penegakan hukum yang tidak bisa diabaikan karena jika diabaikan akan menyebabkan tidak tercapainya penegakan hukum yang diharapkan. Oleh karena itu, keberadaan Kepolisian Republik Indonesia salah satu unsur sistem peradilan pidana mempunyai kedudukan yang penting dan peranannya yang strategis di dalam suatu negara hukum karena Kepolisian Republik Indonesia menjadi filter dalam proses penyidikan  , sehingga keberadaannya dalam kehidupan masyarakat harus mampu mengemban tugas penegakan hukum 11_) .
Pada Undang-Undang Nomor. 02 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia ditentukan bahwa Kepolisian Republik Indonesia adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penyelidik, yang telah memperoleh kekuatan hukum serta wewenang lain berdasarkan Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2002. Kepolisian Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penyeledikian dan penyidikan harus bebas dari pengaruh kekuasaan pihak manapun. Dalam penyidikan dilaksanakan secara merdeka terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. Kepolisian Republik Indonesia sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi .

Peran Penyidik Dalam Tindak Pidana Korupsi Pada dasarnya Kepolisian Republik Indonesia adalah alat negara penegak hukum, pelindung dan pengayom masyarakat berkewajiban untuk memelihara tegaknya hukum. Lembaga Kepolisian  dengan demikian berperan sebagai penegak hukum.

Seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu, lazimnya dinamakan pemegang peranan. Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas. Setiap penegak hukum secara sosiologis mempunyai kedudukan dan peranan sebagai penegak hukum. Kedudukan merupakan posisi tertentu di dalam struktur kemasyarakatan, yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan tersebut sebenarnya mempunyai wadah, yang isinya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiabn tertentu. Hak-hak dan kewajibankewajiban tadi merupakan peranan. Suatu peranan tertentu, dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur sebagai berikut :

a. Peranan yang ideal

b. Peranan yang seharusnya

c. Peranan yang dianggap oleh diri sendiri

d. Peranan yang sebenarnya dilakukan   
e. Peranan yang sebenarnya dilakukan kadang-kadang juga dinamakan”role performance”. Dengan demikian dapat dipahami bahwa peranan yang ideal dan yang seharusnya datang dari pihak lain, sedangkan yang dianggap oleh diri sendiri serta peranan yang sebenarnya dilakukan berasal dari diri pribadi 12_) .
Seorang penegak hukum sebagaimana halnya dengan warga masyarakat lain juga mempunyai kedudukan dan peranan. Sebagai seorang penegak hukum merupakan pusat perhatian yang sudah pasti diarahkan pada peranannya. Kepolisian Republik Indonesia adalah satu-satunya lembaga negara yang merupakan aparat pemerintah yang berwenang menyidik perkara pidana.   Sebagai penyidik maka diperlukan suatu keahlian dan keterampian yang khusus untuk mencari dan mengumpulkan bukti sehingga dapat diketemukan tersangkanya. Pada dasarnya penyelidikan dan penyidikan setiap tindak pidana merupakan awal dalam penanganan setiap tindak pidana terutama tindak pidana korupsi. 
Sebagai penyidik dalam tindak pidana korupsi maka Kepolisian Republik Indonesia berwenang untuk mengadakan penyelidikan dan penyidikan. Setelah penyidikan dirasa oleh penyidik sudah selesai maka berkas perkaranya diserahkan kepada kejaksaan selaku penuntut umum. Jaksa yang ditunjuk sebagai penuntut umum setelah menerima berkas perkara segera memeriksa, apabila berkas oleh jaksa penuntut umum dianggap kurang lengkap maka dalam waktu tujuh hari atau sebelumnya, jaksa penuntut umum harus sudah mengembalikan berkas pada penyidik disertai dengan petunjuk untuk kelengkapan berkas tersebut. Apabila dalam waktu tujuh hari setelah menerima berkas perkara dari jaksa penuntut umum tidak mengembalikan berkas, maka berkas tersebut sudah lengkap. Dengan dikembalikannya berkas perkara oleh jaksa penuntut umum pada penyidik disertai dengan petunjuk untuk kelengkapan berkas maka penyidik harus mengadakan penyidikan lanjutan guna melengkapi berkas selambat-lambatnya dalam waktu empat belas hari selesai dan dikirim lagi jaksa pada penuntut umum 13_) 
Bila jaksa penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan dari penyidik polri  sudah lengkap maka penyidik selanjutnya menyerahkan tanggung jawab atas barang bukti dan tersangkanya. Jaksa Penuntut umum selanjutnya memeriksa hasil penyidikan dari penyidik apakah dapat dilakukan penuntutan atau tidak, bila dapat maka ia dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan.   14_) .
B. Pengertian Penyidik Polri 
1.  Penyidik 

Yang dimaksud penyidik adalah pejabat yang di tunjuk oleh karna wewenangnya oleh undang undang untuk melakukan penyidikan .
2.  Penyidik Polri 

Penyidik Polri adalah pejabat Polri yang di tunjuk oleh karna wewenangnya oleh undang undang untuk melakukan penyidikan
C. Tugas dan wewenang Polri 

1.  Tugas Polri dalam proses penanganan kasus Tindak Pidana Korupsi .

Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia , merumuskan tugas dan wewenang kepolisian sebagai berikut :

a. Di bidang pidana. Kepolisian mempunyai tugas dan wewenang yaitu :

1)   Melakukan penyelidikan dan penyidikan .

2) Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

3) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat.

4) Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-Undang.

b. Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, kepolisian  menyelenggarkan kegiatan :

1) Peningkatan kesadaran hukum masyarakat

2) Pengamanan kebijakan penegakan hukum

3) Pengawasan peredaran barang cetakan

4) Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara

5) Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama

6) Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.
7) dan lain sebagainya yang diatur dalam undang undang dan peraturan hukum lainnya 

2.   Wewenang Polri dalam proses penanganan tindak pidana Korupsi 

           Bahwa sesuai dengan undang undang No.02 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia , disebutkan bahwa wewenang Kepolisian Republik Indonesia dalam penanganan suatu kasus tindak pidana korupsi yaitu selaku penyidik , sehingga dengan kewenangannya tersebut polri adalah salah satu lembaga yang dapat menangani kasus tindak pidana korupsi yang terjadi .15) 
  
D. Proses penanganan Tindak Pidana Korupsi oleh Penyidik Polri 

1)   Penyelidikan

Penyidik dalam Tindak Pidana Korupsi pertama kali ditangani oleh penyidik Kejaksaan maupun oleh Penyidik Polri.  Dasar hukum yang memberikan kewenangan penyidikan tindak pidana korupsi kepada Kepolisian Undang-Undang nomor 02 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia  yang berbunyi sebagai berikut :

“Penyidik Polri mempunyai tugas dan wewenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu / korupsi ”

Berdasarkan pasal tersebut maka tindak pidana korupsi adalah tindak pidana khusus dalam arti bahwa tindak pidana korupsi mempunyai ketentuan khusus acara pidana. Dengan demikian, Lembaga Kepolisian Republik Indonesia berwenang melakukan penyidikan.

Tindak pidana yang memuat ketentuan terhadap tindak pidana tertentu disebut “tindak pidana khusus”. Tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memuat “ketentuan khusus acara pidana” antara lain :

1) Tersangka wajib memberi keterangan tentang seluruh harta benda korporasi yang diketahuinya (Pasal 28).

2) Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak bersalah (Pasal 3) Dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah dan tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah maka perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadirannya (Pasal 38). 16_).
Penjelasan resmi pasal di atas dimaksudkan karena tindak pidana korupsi sulit pembuktiannya. Antara lain tindak pidana korupsi di bidang perbankan, perpajakan, pasar modal, perdagangan, industri, komoditi berjangka, bidang moneter dan keuangan yang :

a. bersifat sektoral

b. dilakukan dengan menggunakan teknologi canggih

c. dilakukan tersangka atau terdakwa yang berstatus sebagai Penyelenggara Negara sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 17_) .

Selain daripada hal-hal tersebut di atas, demi tegaknya hukum dan lancarnya pemberantasan tindak pidana korupsi. Maka Kepolisian jika telah menangani suatu kasus tindak pidana korupsi sebaiknya ditembusi dengan “Surat Perintah Penyelidikan atau Penyidikan” kepada Kejaksaan negeri setempat , agar tidak terjadi tumpang tindih penanaganan kasus yang dimaksud . 

Pengertian “penyelidikan“ dimuat pada Pasal 1 butir 5 KUHAP yang berbunyi :

“Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menemukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

Berbeda dengan tindak pidana umum yang data awal diperoleh dari laporan atau pengaduan, tetapi tindak pidana korupsi berasal dari :

1) Wakil Presiden

2) Menteri/Irjen/Irwailprop/Irwilkop

3) Aparat Inteljen

4) DPR (yang merupakan hasil audit BPK)

Setelah adanya data awal maka diterbitkan “Surat Perintah Penyelidikan” untuk mengetahui ada atau tidaknya tindak pidana korupsi yang terjadi, dengan diperolehnya bukti permulaan yang cukup. Tetapi dengan diterbitkan surat perintah penyelidikan, banyak orang berprasangka bahwa telah terjadi tindak pidana korupsi. Hal demikian merupakan suatu kekeliruan karena adakalanya tidak diperoleh bukti permulaan yang cukup. Jika tidak diperoleh bukti permulaan yang cukup, maka penyelidikan tersebut tidak dilanjutkan. Sedang jika ditemukan bukti permulaan yang cukup, maka penyelidikan ditingkatkan ke tahap penyidikan, dan selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Penyidikan.

2) Penyidikan

           Penyidikan berasal dari kata dasar “Sidik” yang mempunyai awalan “pe” dan akhiran “an”. Kata sidik mempunyai arti penyelidikan jari untuk mengetahui dan membedakan orang dengan meneliti garis-garis ujung jari 18_) . Sedangkan istilah penyidikan menurut Suryono Sutarto adalah :

“Serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”

Sedangkan pengertian penyidikan dimuat pada Pasal 1 angka 2 KUHAP yang berbunyi :
“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Tahap penyidikan sangat penting peranannya dalam menentukan apakah ada atau tidaknya tindak pidana. Sehingga sebelum diadakannya penyidikan diadakan penyelidikan, sebagai tindakan yang mendahului penyidikan terlebih dahulu harus ada dugaan atau pengetahuan tentang terjadinya suatu tindak pidana, yang mana dugaan tentang terjadinya tindak pidana ini dapat diperoleh dari beberapa sumber yaitu :

1. Kedapatan tertangkap tangan

2. Karena laporan

3. Karena pengaduan

4. Diketahui sendiri

         Aparat penyidik yang mengemban tugas dalam Surat Perintah, segera membuat “Rencana Penyidikan” (Rendik) dengan memahami hasil penyelidikan dan peraturan-peraturan yang terkait dengan tindak pidana korupsi yang sedang disidiknya sehingga akan dapat menentukan penyimpangan-penyimpangan yang telah terjadi dan bukti-bukti yang mendukung penyimpangan tersebut agar dengan demikian akan dapat ditentukan modus operandinya.

Penyidik tindak pidana korupsi akan mulai melakukan penyidikan setelah mendapatkan surat perintah penyidikan dari Kepala Kepolisian apabila yang melakukan penyidikan adalah Penyidik polri pada kepolisian resor . Pelaksanaan penyidikan dalam praktek biasanya dilakukan oleh beberapa penyidik polri . Terdiri dari kasat , kanit serta beberapa penyidiknya .

Penyidikan dimulai sesudah terjadinya tindak pidana untuk mendapatkan keterangan-keterangan mengenai :

1. Tindak pidana apa yang telah dilakukan

2. Kapan tindak pidana itu dilakukan

3. Dengan apa tindak pidana itu dilakukan

4. Bagaimana tindak pidana itu dilakukan

5. Mengapa tindak pidana itu dilakukan

Hal yang harus diperhatikan oleh penyidik untuk memulai penyidikan adalah memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Jaksa Penuntut Umum.  Karna ini sifatnya wajib, supaya tidak terjadi adanya dua penyidik yaitu dari Kejaksaan atau dari Polisi dalam tindak pidana tertentu khususnya korupsi.

Dalam menjalankan tugasnya Penyidik dalam tindak pidana korupsi baik Jaksa maupun Polisi mempunyai kewenangan sama yaitu yang diatur dalam pasal 7 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang menyebutkan : “Penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang “ :

a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana

b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian

c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka

d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan

e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat

f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang

g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai terdakwa atau saksi

h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara

i. Mengadakan penghentian penyidikan

j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab

         Tidak semua perkara tindak pidana korupsi yang disidik dapat ditingkatkan ke tahap penuntutan. Jika ada salah satu unsur tidak didukung alat bukti, atau adanya alasan-alasan pemaaf berdasarkan Yurisprudensi, karena sifat melawan hukum tidak terbukti, maka perkara tersebut diterbitkan Surat Perintah Pemberhentian Penyidikan (SP3). Apabila penyidikan telah selesai dilakukan, dan dari hasil penyidikan itu diperoleh bukti-bukti mengenai tindak pidana yang terjadi, maka hasil penyidikan tersebut dituangkan dalam berkas perkara Jika perkara yang disidik didukung dengan alat bukti yang kuat maka penyidikan dilanjutkan ke tahap penuntutan. Umumnya sebelum ditentukan suatu perkara ditingkatkan ke tahap penuntutan atau diSP3-kan, dilakukan pemaparan/gelar perkara . Pada pemaparan/gelar perkara  tersebut tampak jelas hasil-hasil penyidikan. Sebaiknya sebelum diekpose, telah disiapkan materi ringkas yang membantu para peserta pemaparan/gelar perkara untuk dengan mudah dapat memahami hasil-hasil penyidikan karena dengan cara tersebut, dapat dilihat setiap unsur dan semua alat bukti yang ada dan yang telah dihimpun.

Penyidikan telah selesai apabila penuntut umum dalam waktu tujuh hari tidak mengembalikan hasil penyidikan atau sebelum waktu tersebut penuntut umum telah memberitahukan kepada penyidik bahwa berkas perkara penyidikan telah lengkap. Bila penyidikan telah selesai dan berkasnya diterima penuntut umum maka penuntut umum dengan berdasarkan hasil penyelidikan tersebut menyusun surat dakwaan dan kemudian melakukan penuntutan.

3)  Penyerahan berkas perkara 
          Setelah penyidik Polri melakukan proses pemberkasan maka selanjutnya melakukan proses penyerahan berkas perkara ke jaksa penuntut umum   , dan jaksa penuntut umum setelah menerima berkas tersebut selanjutnya di lakukan penelitian , untuk menentukan apakah berkas perkara tersebut lengkap atau masih ada kekurangan maka selanjutnya jaksa penuntut umum bisa membuat keputusan selanjutnya membuat penuntutan .  
“Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini dengan permintaan supaya diperiksa oleh hakim disidang pengadilan “

        Di dalam Pasal 13 KUHAP merumuskan bahwa penuntut umum  adalah Jaksa yang diberi wewenang untuk melakukan penuntutan. Adapun wewenang Penuntut Umum menurut Pasal 14 KUHAP adalah :

1) Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau pembantu penyidik.

2) Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan Pasal 110 Ayat (3) dan (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka menyempurnakan penyidikan dari penyidik.

3) Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik.

4) Membuat surat dakwaan

5) Melimpahkan perkara ke pengadilan.

6) Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi untuk datang pada sidang yang telah ditentukan.

7) Melakukan penuntutan.

8) Menutup perkara demi kepentingan hukum

9) Mengadakan perkara demi kepentingan hukum

10) Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut Undang-Undang

11) Melaksanakan penetapan hakim.

        Pada tahap penuntutan, pada umumnya telah ditunjuk jaksa Penuntut Umum (JPU) dan jaksa Penuntut Umum Pengganti. Masih sering terjadi bahwa jaksa Penuntut Umum dengan jaksa Penuntut Umum Pengganti, tidak terpadu, hal demikian harus dicegah. Jaksa Penuntut Umum dengan jaksa Penuntut Umum Pengganti harus saling isi mengisi sehingga kelalaian dalam penanganan perkara tersebut dapat dicegah.

Jaksa Penuntut Umum bersama Jaksa Penuntut Umum Pengganti melakukan penelitian dengan cermat. Khususnya terhadap semua unsur tindak pidana yang akan didakwakan, apakah telah didukung alat-alat bukti, serta syarat formil yang berlaku. Jika menurut pendapatnya masih ada kekurangan maka dapat dilengkapi sendiri atau dikembalikan penyidik untuk dilengkapi.

Jika setelah diadakan penyempurnaan ternyata ada unsur yang tidak terbukti atau ada hal-hal yang menunjukan bahwa tersangkanya tidak dapat dipersalahkan maka diterbitkan Surat Ketetapan Pemberhentian penuntutan (SKPP).

Akhir-akhir ini terdapat permasalahan tentang pencabutan SP3/SKPP karena tidak diatur dalam KUHP sehingga ada yang berpendapat bahwa SKPP tidak dapat dicabut dengan alasan bahwa pencabutan tersebut tidak diatur dalam KUHP. Alasan tersebut, tidak cukup kuat karena baik SKPP belum merupakan hasil pemeriksaan persidangan sehingga perbuatan tersangka belum diadili.

Sebelum membuat surat dakwaan, jaksa Penuntut Umum meneliti berkas perkara dari Penyidik, bila berkas perkara belum lengkap Jaksa Penuntut Umum mengembalikan berkas tersebut kepada penyidik untuk dilengkapi, disertai dengan petunjuk-petunjuk.

Sehubungan dengan kedudukannya sebagai jaksa penuntut umum dalam perkara pidana, maka jaksa penuntut umum tidak pernah bertemu dan berhubungan dengan tersangka sampai disidang pengadilan. Sehingga dalam segala hal apa yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum semuanya sangat bergantung pada apa yang ada dalam berkas perkaranya yang diterima dari penyidik. Dengan demikian jika ternyata terdapat kekeliruan dalam pemeriksaan yang bukan dilakukan olehnya, tetap jaksa penuntut umum yang harus mempertanggug jawabkannya Untuk menghindari adanya kekeliruan pada tingkat pemeriksaan maka perlu bagi Jaksa Penuntut Umum untuk mengetahui secara jelas semua pekerjaan yang dilakukan oleh penyidik dari permulaan hingga akhir.

Hal ini penting mengingat Jaksa Penuntut Umumlah yang mempertanggung jawabkan semua perlakuan terhadap terdakwa, dari mulai tersangka disidik, kemudian diperiksa perkaranya, ditahan dan akhirnya apakah tuntutan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum itu sah atau tidak berdasarkan hukum, sehingga benar-benar rasa keadilan masyarakat terpenuhi.

       Dalam mempersiapkan penuntutan, Jaksa Penuntut Umum setelah menerima berkas perkara yang sudah lengkap dari penyidik, segera menentukan apakah berkas perkara tersebut memenuhi syarat untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke Pengadilan. Ada dua kemungkinan yang dapat dilakukan oleh Jaksa Penuntut umum terhadap berkas perkara tersebut, yaitu melakukan penuntutan atau menghentikan penuntutan.

Penuntutan dalam hal ini dapat dilakukan, jika berkas perkara yang diajukan oleh penyidik dipandang sudah lengkap dan perkara tersebut dapat dilakukan penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka selanjutnya Jaksa Penuntut Umum membuat surat dakwaan.

         Penghentian penuntutan dapat terjadi, dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa :

1. Tidak cukupnya bukti dalam perkara tersebut

2. Peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana

3. Perkara ditutup demi hukum

        Penghentian penuntutan ini dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan membuat surat penetapan penghentian penuntutan. Dalam hal penuntutan dihentikan, maka bagi tersangka yang berada dalam tahanan harus dibebaskan, jika kemudian ada alasan baru yang diperoleh jaksa penuntutan umum dari penyidik, yang berasal dari keterangan saksi, benda atau petunjuk, maka tidak menutup kemungkinan untuk melakukan penuntutan. Meskipun perbuatan tersangka tidak didukung oleh bukti yang cukup atau perbuatan tersebut tidak dapat dipersalahkan padanya, tetapi Jaksa Penuntut Umum tidak menerbitkan SKPP melainkan diajukan ke pengadilan dengan maksud akan dituntut bebas. Penuntutan bebas oleh Jaksa Penuntut Umum sering ditafsirkan kurang tepat. Pendapat tersebut tidak beralasan karena Penuntut Umum mengajukan tuntutannya berdasarkan pemeriksaan persidangan demi menegakkan keadilan berdasarkan kebenaran. Tuntutan bebas yang diajukan Penuntut Umum tidak dapat diterima masyarakat disebabkan antara lain masyarakat telah cenderung bahwa seorang yang dituduh korupsi adalah benar. Selain daripada itu masyarakat dendam terhadap korupsi yang dianggap telah merugikan masyarakat.

      Penanganan tindak pidana korupsi , selain dilakukan Penyidik Polri juga di lakukan penyidik lain termasuk kejaksaan dan KPK .Korupsi Penegakan hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi yang dilakukan selama ini terbukti mengalami berbagai hambatan. Dalam rangka mewujudkan supremasi hukum, pemerintah telah meletakan landasan yang kuat dalam usaha memerangi tindak pidana korupsi. Berdasarkan ketentuan Pasal 43 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, badan khusus tersebut disebut Komisi Pemberantasan Korupsi, yang memiliki kewenangan melakukan koordinasi dan supervisi, termasuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. Adapun mengenai pembentukan, susunan organisasi, tata kerja dan pertanggungjawaban, tugas dan wewenang keanggotaannya diatur dengan Undang-Undang.

Adapun kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi meliputi tindak pidana yang :

1. Melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggra negara,

2. Tindak pidana yang mendapat perhatian dari masyarakat, dan/atau

3. Menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi KPK tidak boleh mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan dan penuntutan. Penanganan perkara korupsi oleh KPK harus tuntas dan jelas, untuk itu KPK dibekali dengan kewenangan yang luas untuk mengatasi berbagi hambatan yang ada.19).
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A.  Peran Penyidik Kepolisian dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi di Kota Samarinda 
            Pada dasarnya Kepolisian Republik Indonesia berperan melakukan tindakan tindakan preventif yang ditujukan untuk meniadakan gejala-gejala yangmengarah terjadinya tindak pidana yang menimbulkan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban umum. Dalam perspektif sistem peradilan pidana, peranan Kepolisian Republik Indonesia sangat jelas adalah sebagai bagian dari sistem peradilan pidana. Peranan Kepolisian sebagai subsistem dari sistem peradilan pidana yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maupun dalam Undang-Undang Kepolisian  No.02 Tahun 2002  yaitu sebagai penyidik .

           Di dalam buku petunjuk pelaksanaan tentang Proses Penyidikan Tindak    Pidana, disebutkan bahwa Penyidik Polri adalah sebagai alat negara penegak hukum, berkewajiban untuk memelihara tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, serta ketertiban dan kepastian hukum. Dengan demikian Penyidik Polri berperan sebagai penegak hukum yang melindungi masyarakat. Dalam rangka pelaksanaan tugasnya membina keamanan dan ketertiban masyarakat, Penyidik Polri berkewajiban dengan segala usaha, pekerjaan dan kegiatan penegakan hukum kepada seorang tersangka .

           Dalam usaha tersebut harus berdasarkan ketentuan dan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Salah satu bentuk tindak pidana yang sangat merugikan masyarakat kecil adalah tindak pidana korupsi. Dalam rangka penanganan tindak pidana korupsi, Lembaga Kepolisian Republik Indonesia sebagai alat negara berperan untuk menegakkan hukum.Tindak pidana korupsi yang terjadi di wilayah Kota Samarinda saat ini menunjukan peningkatan yang memprihatinkan. Hal tersebut dapat dilihat pada data yang diperoleh dari keterangan Kapolresta Samarinda ( Kasat reskrim Polresta Samarinda melalui kanit tipikor Polresta Samarinda ) . Berdasarkan keterangannya selama tahun 2011  sampai April 2013 ) , terdapat beberapa kasus tindak pidana korupsi yang terjadi di Kota Samarinda . Dengan tabel berikut :
 Berdasarkan tabel di atas, diketahui jumlah tindak pidana korupsi di wilayah Kota Samarinda  dari tahun 2011 sampai april 2013. Maka dari  tabel tersebut tindak pidana korupsi meningkat walaupun tidak terlalu banyak. Meskipun perbuatan tindak pidana korupsi tidak terlalu banyak, namun tindak pidana tersebut meresahkan sebagian besar masyarakat.

                    Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka sudah sewajarnya apabila penyidik Polri berperan mengungkap kasus-kasus tindak pidana korupsi. Khususnya wilayah Kota Samarinda . Secara terperinci tugas-tugas Penyidik Polri dapat dilihat dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia . Peran kepolisian dalam bidang pidana yang paling mendasar adalah melakukan penyelidikan, penyidikan terhadap tindak pidana khusus yaitu Tindak Pidana Korupsi yang terjadi di masyarakat. Penyelidikan menurut Pasal 1 butir 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur undang-undang.

           Adapun penyidikan menurut Pasal 1 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti ini membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

           Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa sebelum menentukan tersangka dalam suatu peristiwa, terlebih dahulu akan diselidiki apakah peristiwa tersebut merupakan peristiwa hukum yang didalamya terdapat unsur-unsur tindak pidana. Apabila ternyata dalam penyelidikan diperoleh keterangan bahwa peristiwa tersebut mengandung unsur tindak pidana, maka akan ditindak lanjuti oleh Penyidik Polri pada tahap penyidikan. Terkait dengan masalah maraknya tindak pidana korupsi di Kota Samarinda , para Penyidik Polri terus melakukan pengamatan dan pengawasan secara intensif. Pengamatan dan pengawasan yang dilakukan terutama pada bagian bendahara yang sangat rawan. Tindak pidana korupsi seperti gunung es di lautan, yaitu hanya kelihatan puncaknya tetapi semakin ke bawah semakin membesar. Demikian pula halnya dengan tindak pidana korupsi yang banyak terjadi, hanya sebagian kecil yang dilaporkan. 

B.   Upaya yang di lakukan Penyidik Polri dalam penanganan Tindak Pidana Korupsi  
          Kepolisian republik Indonesia , khususnya Kepolisian resor kota Samarinda tetap eksis dengan tugas dan kewenangannya selaku penyidik kasus tindak pidana umum serta tindak pidana khusus , berbagai langkah langkah dan upaya telah dilakukan dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi , hal itu di buktikan dengan banyaknya kasus kasus tindak pidana korupsi di kota samarinda yang ditangani / diproses sampai kepengadilan dan telah mempunyai ketetapan hukum tetap . 

Sebagai penyidik kasus tindak pidana korupsi , pimpinan Polri telah menginstrusikan kepada segenap penyidik tindak pidana korupsi untuk sebisa mungkin bekerja maksimal untuk mengungkap perbuatan korupsi tersebut .

Berbagai cara telah di lakukan baik secara langsung maupun tidak langsung , dimana dalam cara secara langsung , pihak penyidik secara langsung turun ke lapangan untuk melakukan penyelidikan di berbagai kalangan , baik instansi pemerintahan maupun swasta , untuk mencari tahu tentang adanya kerugian negara yang terjadi di berbagai proyek proyek pemerintahan . 

Dan untuk secara tidak langsung , adanya informasi dari pihak lain yang menyampaikan adanya penyelewengan dana yang mengakibatkan kerugian negara , dengan adanya informasi dari pihak lain tersebut serta dengan adanya bukti permulaan yang cukup maka pihak penyidik bisa melangkah untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut . dari berbagai Upaya upaya yang dilakukan oleh penyidik polri tersebut  tentunya akan ada hambatan hambatan serta ruang gerak yang membatasi dalam hal penyelidikan ,sehingga itulah penulis menyampaikan disini akan hal hal yang menghambat dan membatasi ruang penyelidikan bagi penyidik Polri .     
BAB IV PENUTUP

A.     Kesimpulan

    1. Umum

                     Tindak pidana korupsi di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun. Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana terhadap kehidupan perekonomian nasional. Pemberantasan korupsi adalah dengan mengandalkan diperlakukannya secara konsisten Undang-Undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Penyidik Polri sebagai penyidik dalam penanganan tindak pidana korupsi. Maka untuk menyelesaikan kewajibannya tersebut penyidik polri harus bekerja sama dengan pihak lain yang terkait. Kerja sama dengan pihak lain ini disebut dengan hubungan hukum, karena dalam melakukan kerja sama dalam suatu aturan atau hukum yang sifatnya pasti. Hubungan hukum dengan pihak lain itu dapat berupa perseorangan, badan hukum dan instansi pemerintahan yang lain.

     2. Khusus

a. Peran Penyidik Polri  Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi

Lembaga Kepolisian dalam tindak pidana umum berwenang sebagai penyidik . Kewenangan Polri sebagai penyidik dalam tindak pidana khusus diatur oleh Undang-Undang Nomor 02 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia  
     b. Proses Penanganan Tindak Pidana Korupsi.

1) Penyelidikan

Dalam Undang undang Nomor 02 tahun 2002 tentang Kepolisian  Republik Indonesia di sebutkan bahwa :

“Penyidik Polri mempunyai tugas dan wewenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana umum / tertentu”

 2) Penyidikan

           penyidikan adalah langkah langkah yang di lakukan oleh pihak penyidik Polri dalam menangani suatu kasus tindak pidana Korupsi apabila telah melakukan suatu penyelidikan dan apabila kasus tersebut telah memenuhi unsur unsur pasal pidana korupsi yang jeratnya  

  c. Hambatan Penyidik Polri  Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi

1) Dalam hal terjadinya tindak pidana korupsi ada seseorang yang mengetahui telah terjadi tindak pidana korupsi, tetapi tidak melaporkan kepada pihak yang berwajib. Hal ini dikarenakan karena orang tersebut takut kepada atasannya.

2) Dalam hal terjadinya tindak pidana korupsi ada seseorang yang mengetahui telah terjadi tindak pidana korupsi, tetapi dilarang oleh rekan sesama pelaku tindak pidana korupsi.

3) Dalam hal terjadinya tindak pidana korupsi ada seseorang yang mengetahui telah terjadi tindak pidana korupsi, tetapi tidak berani dalam melaporkannya.

4) Saksi dan terdakwa yang terlalu lama karena sering berpindahpindah tempat tinggalnya, sehingga akan menjadikan penyidikan memakan waktu yang lama. Untuk itu kerja sama dengan instansi terkait sangat perlu guna suksesnya penanganan tindak pidana korupsi.

5) Kesulitan yang timbul adalah dalam hal penyidik untuk menemukan harta benda tersangka atau keluarganya yang didapat dari hasil tindak pidana korupsi untuk disita sebagai barang bukti. Penyitaan ini sangat penting sifatnya yaitu untuk mengembalikan keuangan negara yang telah di korupsi, untuk selanjutnya digunakan untuk melaksanakan pembangunan. Pada dasarnya penanganan tindak pidana korupsi diprioritaskan untuk mengembalikan keuangan negara.
6). Masih kentalnya birokrasi pemerintahan yang masih menganggap kekeluargaan dan pertemanan di dalam instansi pemerintahan .  
     B.  Saran

          Mengingat bahwa masalah korupsi sudah menjamur dan sangat meresahkan masyarakat karena merugikan negara, maka hendaknya bagi penegak hukum khususnya Lembaga Kepolisian meningkatkan kinerjanya terutama dalam penyelidikan dan penyidikan . Selain itu juga terdapat beberapa saran dari penulis yaitu :

1. Dalam berperannya Penyidik Polri sebagai penyidik  dalam tindak pidana korupsi, maka perlu ditingkatkan koordinasi antara sesama penegak hukum dan instansi yang terkait

2. Dalam proses penanganan tindak pidana korupsi khususnya dalam penyidikan harus dilakukan secara sungguh-sungguh guna didapatkannya bukti-bukti yang kuat sehingga dapat dilimpahkan ke pihak Jpu .
3.  Sebaiknya penyidik polri selalu mensurvei pada tiap-tiap pegawai kantor / instansi untuk menanyakan apakah terjadi korupsi di kantor tersebut. Kemudian pihak penyidik polri merahasiakan pelapor demi kepentingan hukum.

4. Polri dalam melakukan penyidikan terlalu lama karena terdakwa berpindah-pindah, maka sebaiknya polri dalam melakukan penyidikan dilakukan secepat mungkin dan dengan sungguh-sungguh.

5. Dalam hal sulitnya menemukan harta benda tersangka atau keluarganya sebagai barang bukti, maka diperlukan kerjasama yang baik dengan instansi pemerintahan, badan hukum dan dapat dengan perseorangan
6. Dalam hal untuk meningkatkan semangat dan kinerja penyidik Polri khususnya penyidik dalam lingkup Polresta Samarinda , di usulkan agar kewenangan dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan bisa di samakan dengan lembaga komisi pemberantasan korupsi ( KPK ) .
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